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Dugaan Penyalahgunaan
Dana Covid-19 Ditelusuri

tentang Kepatulran atas Penanga-
nan Covid-19 menggelar perte-
muan dengan BNPB, di Jakarta, Se-
nin (22/2) siang. Namun, perte-
muan itu sempat diwarnai ke-
salahpahaman antara anggota pan-
sus dengan pejabat Pemprov Sum-
bar yang hadir walaupun tidak di-

ngusir mereka. Mereka diminta ke-
luarkarena mereka tidak diundang
dalam rapatiu. Apalagi ini adalah
tugas pansus yang sedang men-
indaklanjuti Laporan Hasil Pemer-
iksaan (LHP) Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) soal program pe-

49 miliar,” beber Muzli.

Menurut Muzli, hanya BPBD
Sumbar saja diundang. Kunjungan
ke BNPB ini ditujukan untuk me-
nyandingkan antara program pe-
nanganan Covid 19 secara nasio-
nal dengan program penanganan

dilakukan, menurut dia, agar ja-
ngan ada kesan bahwa kehadiran
pejabat OPD itu dianggap mema-
ta-matai kinerja Pansus DPRD
Sumbar.

Menurutnya, kinerja pansus
ada yang tidak beleh diketahui pi-

ada diundang pansus,” kata Muzli.
Namun, Muzli menganggap halitu
adalah miskomunikasi, sehingga
terjadi insiden tersebut. Dia me-
nambahkan, ada bilik-biliknya
mana yang boleh diikuti dan ddak
dalam rapatitu. Jadi waktu itu me-

Erman Rahman:
Kita Sudah
sesuai Aturan

Padang, Padek—Sepekan pas-
cadibentuk, Pansus DPRD Sumbar

nanggulangan Covid-19 di Sum-

Covid-19. "Maknya pansus tidak

hak lain. "Pejabat OPD yang diun-

undang dalam pertemuan tersebut.
"Sebenarnya, kita tidak me-

bar. BPK menemukan dugaan pe-
nyalahgunaan anggaran sekitar Rp

membawa sejumlah pejabat pem-
prov tersebut,’ jelasnya. Upaya ini

dang hanya satu, yaitu Kalaksa
.BPBD Sumbar. Selebihnya tidak

mang tidak boleh.
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"Tru mungkin miskomuni-
kasi saja. Tapi yang jelas, ada
kerja kita yang tidak boleh di-
ketahui dalam pansus ini. Na-
manya saja penyelidikan pan-
sus,” kata Muzli.

Sementaraitu, Wakil Ketua
Pansus, Nofrizon juga men-
'yampaikan bahwakepalaOPD
tersebut tidak diundang pan-
sus dalam rapat tersebut, na-
mun datang dan masuk ke ru-
angan. "Karenatidakdiundang
dan diduga memata-matai,
makanyakita minta merekake-

luar ruangan. Ada Kepala Ba-
keuda, Inspektorat, Dinas Ke-
sehatan, Bakeuda dan lainnya,”
kata Nofrizon. Dalam rapat
tersébut, lanjutnya, pansus se-
dang melakukan konsultasi
dengan BNPB yang diterima
tiga orang pejabat eselon [
BNPB.

Ketua DPRD Sumbar Su-
pardi menjelaskan, DPRD te-
lah menerima LHP BPK terkait
kepatuhan atas penanganan
Covid-19 pada 29 Desember
2020lalu. Supardimengatakan,
alokasi anggaran untuk pena-
nganan Covid-19 pada tahun
2020 mencapai Rp 490 miliar.

Dana tersebut bersumber dari
pengalihan  (refocussing)
APBD Sumbar.

"Besarmya anggaran pena-
nganan Covid-12 tersebut me-
maksauntukmelakukan peng-
geseran anggaransejumlah ke-
giatan melalui refocussing
APBD tahun2020yangtelahdi-
tetapkan,” kata Supardi. Angga-
ran tersebut digunakan untuk
penanganan dampak pan-
demi Covid-19. Baikuntuksel-
tor kesehatan, ekonomi mau-
pun sektor lainnya.

"Mengingatbesarnyaang-
garan tersebut, DPRD dalam
fungsi pengawasan yang dimi-
liki sangat sering menyuara-
kan dan mengingatkan peme-
rintah daerah dan OPD untuk
dapat meningkatkan kinerja
dalam penanganan Covid-19.
Termasuk, penggunaan ang-

,garan secara transparan, efel-
“tif dan efisien,” papar Supardi.

Sikap kritis DPRD Sumbar

tersebut menjadi perhatian

, dan komitmen dari Badan Pe-

meriksa Keuangan (BPK) Per-
wakilan Sumbar untuk mela-
lukan pengawasan dan audit
terhadap penggunaan ang-
garan. Baik dari sisi efekdvitas,
efisiensi maupun dari sisi
akuntabilitas dan kepatuhan
terhadap prosedur, sertaketen-
tuan peraturan perundang-un-
dangan.

Terkait hal itu, tambah dia,

tanggal 29 Desember BPK Per-
wakilan Sumbar telah me-
nyampaikan dua LHP ke
DPRD Sumbar. Pertama, LHP
Kepatuhan atas Penanganan
Pandemi Covid-19. Kedua,
LHP atas Efektivitas Penanga-
nanPandemi Covid-19 Bidang
Kesehatan tahun 2020 pada
Pemprov Sumbar dan instansi
terkait lainnya.

"Dalam LHP kepatuhan,

BPK menyimpulkan beberapa -

hal. Diantaranya, adanya indi-
kasi pemahalan harga penga-
daan cairan pembersih tangan
(hand sanitizer) dan transaksi

pembayaran kepada penyedia
barang dan jasa yang tidak se-
sutai ketentuan dan berpotensi
terjadi penyalahgunaan,” ung-
kap Supardi.

Sedangkan dalam LHP
atas Efelcivitas Penanganan
Pandemi Covid-19 Bidang Ke-
sehatan, menurut Supardi,
BPK menyimpulkan Pemptov
Sumbar cukup efektif melaku-
kan penanganan. Dia men-
jelaskan, tindak lanjut yang di-
ambiloich DPRD berdasarkan
peraturan perundang-unda-
ngan, untuk LHP kinerja ada-
lah melakukan pengawasan
terhadap tindak lanjut oleh
OPD terkait. Sedangkan untuk
LHP dengan tujuan tertentu,
termasuk LHP kepatuhan atas
peraturan perundang-unda-
ngan, maka DPRD memben-
tuk pansus. Tugasnya untuk
membahas dan merumuskan
tindak lanjut yang harus di-
lakukan oleh pemerintah dae-
rah dan OPD terkait,

Penyedian Jasa
Kembalikan Rp4,3 M

Sementaraitu, Kepala Pel-
aksana (Kalaksa) BPBD Sum-
bar Erman Rahman mengalkui
bahwa berdasarkan temuan
LHP Peme uangan
(BPK] terdap: ar Rp 49
miliar dicurigai penggunaanya.
Namun Ermanimenyebut, da-
na tersebut sudah dikembali-
kan sebesar Rp 4,3 miliar oleh
penyedia jasa. Selain itu, pibal-
nya juga sudah memberikan
Idarifikasi dan dipertanggung-
jawabkan lewat bukti kuitansi
dan berita acara’

Menurutitys, apa yang sti-
dah dilakukan pihaknyasudah
berjalan sesuai aturan, Terkait
tudingan pemahalan harga,
Frmanmenyebut, hal itusuatu
lumrah. Mengingat, saat itu
harga handsanitizer memang
sedang melambungnya dan
barang sulitdidapat. Ditambah
lagi, barang tersebut harus ada
di rumah dan di luar. Jika ba-
rang dibutuhkan sangat ba-

nyak, maka harga pasti menja-
dinaik.

"Bahkan, soal harga juga
sudah ada pakta integritas de-
nganperusahaan,’ ujamyasaat
dihubungi Padang Ekspres,
tadimalam (23/2). Diamenga-
ku, sangat hati-hati dalam be-
kerja. Saatitu keadaanlebih su-
lit dibandingkan sekarang,
Masa awal-awal Covid-19 ba-
nyak transportasi lampuh, se-
mentara pengadaan barang
harus dilakukan. Bahkan di
awal-awal barang-barangdibe-
li dari luar negeri.

Menurut Erman, apayang
ia lakukan saat itu sudah se-
suai dengan pembicaraan di-
rinya dengan pemerintah pu-
sat yang memperbolehkan
siapa pun untuk ikut berkon-
tribusi membantu penanga-
nan Covid-19 di Sumbar me-
lihatsulitnya kondisi padasaat

“itu. Erman sendiri kaget keti-
kadisebut menerima fee sebe-
sar Rp 5 ribu per botol. Pada-
hal dalam perternuan dirinya
dengan pansusia tidak pernah
menyebut menerima-fee, na-
mun dalam pemberitaan-
pemberitaan ia disebut-sebu
menerima fee.

amunyang
saya ditu-
duh terima fee. Tudingan itu
tentu sudah merngikan saya,’
ujarnya. Selain itu, ia juga
membantah tudingan kalau ia
bersamaistri telah mengambil
miliaran rupiah di salah satu
bank, serta melakukan pem-
bayaran tunai.

Soal tuduhan penyedia
handsanitizer adalah perusa-
‘haan batik menuruinya, halitu
sah-sah saja jika mampu me-
nyediakan. Hal itu dilakukan
karena kondisi extraordinary
atau luar biasa karena tanggap
darurat Covid-19 yang mem-
buat kebutuhan masyarakat
adalahnomor satu, (eko/wani)



